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ABSTRAK

ya Nur Neldis, (2024): Implementasi Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara
Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap
Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan
Negeri Padang Panjang

Al Blﬁo ABH @

< Penulisan skripsi ini dilatar belakangi karena masih adanya hambatan dalam
prases penyelesaian gugatan sederhana yang realitanya belum terlaksana sesuai
demgan peraturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
inﬁ;lementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata
Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata Di
Pefigadilan Negeri Padang Panjang dan mengetahui faktor penghambat
inﬂlementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata
C&C?a Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata Di
Pengadilan Negeri Padang Panjang.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan undang-
undang (statute approach). Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer
dengan melakukan wawancara bersama hakim dan panitera muda perdata di
Pengadilan Negeri Padang Panjang dan data sekunder dari bahan hukum primer,
sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data observasi , wawancara,
dokumentasi dan teknik analisa data kualitatif.

Hasil dari penelitian dalam skripsi ini adalah Implementasi Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Padang Panjang
secara umum dapat dilihat pada proses penyelesaian perkara gugatan sederhana
dengan nomor perkara 5/Pdt.G.S/2023/PN Pdp vyaitu penetapan hakim dan
pagitera penganti yang penunjukannya diberitahukan 2 hari sebelum sidang
peﬁama dan pemberitahuan putusan 2 hari sebelum dibacakan putusan oleh
hakim. Akan tetapi batas waktu penyelesaiannya mencapai 38 hari. Hal yang
m'efr_\yebabkan ini terjadi karena adanya beberapa faktor penghambat dalam
penyelesaiannya seperti tidak adanya sosialisasi yang dilakukan kepada

yarakat terkait dengan Perma ini, sebagian masyarakat tidak tahu bagaimana

sidang dan banyak dari masyarakat yang takut untuk mengikuti persidangan.
Kemudian mereka juga tidak mengetahui bagaimana alur dalam persidangan dan
juga pada penyelesaian perkara pada nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Pdp masih
mémiliki hambatan dalam proses penyelesaian perkaranya dikarenakan
beﬂaenturan dengan hari libur nasional yaitu bertepatan dengan hari raya idul fitri,
kén‘*‘ena hal tersbutlah yang membuat waktu persidangannya harus ditunda dan
mémakan waktu yang lama untuk penyelesaiannya.

(D

Kata Kunci: Implementasi, Gugatan Sederhana, Perdata.
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— Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan
=
hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan
=

judul “Impelementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang
c

T%a Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap Penyelesaian Perkara

Pefdata Di Pengadilan Negeri Padang Panjang” untuk memenuhi salah satu syarat

mgnperoleh gelar sarjana pada prodi llmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga

selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan
berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk konstribusi
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kegg::nusan hati penulis mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya
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1.§_Keluarga penulis yaitu, Ayahanda Edison dan Ibunda Nelliwati serta kedua

un o

saudara saya Nur Fuadatun Neldis, S.Pd dan Zirrine Albsa yang telah

I

memberikan seluruh dukungan, cinta dan kasih sayang serta pengorbanan

A3rs12A

yang tiada hentinya demi keberhasilan penulis.

SJo

2.wSeluruh  keluarga besar penulis yang telah memberikan doa serta

dukungannya sampai saat ini.
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%pengetahuan selama masa perkuliahan.

10._%'Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syari’ah dan Hukum atas kesabarannya
®
Edalam memberikan pelayanan selama ini.

11 Seluruh Keluarga Besar di Pengadilan Negeri Kota Padang Panjang.

125 Teman Ilmu Hukum seangkatan, yang telah bersedia menjadi teman yang

baik selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama.

nery wisey jiredg ubjngyo



S 0© 1 =
£ 8 2 § £ S
@ (] = = X N
2] S ~ 3+ A o %]
[«B] - wn - — —
m +— — < c <]
2 2 3 5 = z
© (%2} c [ >
T £ = 2 = -
2] ©
o e £ £ = S
~ o = D M > °
= 5 S s D
. — - wn [eR o e
~ I c o O
—_ o 351 c <
= L2 © R
e < = > o
Q > c o
S c 1<) m
= o o o
© = c @© =
> [ < (7] <3}
[<B] +—
=2, = © c %)
[<B] c < —
wn I S m
© c 2
) — > ~ Fer] >
c S n X L =
> > =
= o > = c
S g £ X S <
(b}
+— c o m >
) s 8 E
o £ S 2 2 ]
= s 8 = ©
> 2 8 8 £ £
= 2 g
c 2§ o 5 =
g 8 £ & = §
s = £ 8 =8 =
g g 5 2 &
= < X o = =
3 T o & E
= c
n c c < 0] <5}
o o ® - o
s 2 2 S B
8 &8 8 £ = g
=1 =] > . . . . . .
© Hakgipta m_ _ x.@ _ Z.WM uska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
X X

ﬂ\fl Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

.u. ;ﬂf 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

lf .n.. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
I/\n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

unsuscamay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



D)

%

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z
‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

NV VASNS NIN

f
I’

ﬁlés

&
)

%)

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

K%TA PENGANTAR..........
DAFTAR IS ..o,
DAFTAR TABEL ..............
BAB | PENDAHULUAN.....

DAFTAR ISI

=z
Uﬁ. Latar Belakang Masalah............cccooveiiiiiiiiiice e

o,B. Batasan Masalah.........

L
o C. Rumusan Masalah ......

. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............ccc.cooove i,

ne

1. Tujuan Penelitian.

2. Manfaat Penelitian........oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA ... .ot

A. Kerangka Teori...........

1. Tinjauan Perkara Perdata..............c.ccceevevieiieiicie e

Tinjauan Umum Te

Pengertian Gugatan

N o g M D

() Prwelsy 23e3S

. Penelitian Terdahulu ..

B 11l METODE PENELI

. Jenis dan Sifat Peneliti

B

ISIDRIU

=

A3
99)

. Pendekatan Penelitian

. Lokasi Penelitian........
. Informan Penelitian....
. Data dan Sumber Data

. Analisis Data..............

nery wisey ;Gl_)w_zli_lg Pﬂe;&ngﬂ;o

ntang Penyelesaian Perkara Perdata ................

Sejarah dan Pengertian Gugatan Sederhana (Small Claim Court) ..
Manfaat Gugatan Sederhana...............c.ccocevveiiiie i
Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana .............ccccceceeeveiveennenn,

Upaya Hukum Dalam Perkara Gugatan Sederhana...........c...c.........

TIAN
il By N N BN N T, T P B

. Teknik Pengumpulan Data...........cccccvevveieiiieieeie e



UIN SUSKA RIAU

(o] o] D Mm o <
(9p] (92 Yol o O o
L oo - D o : 3 :
a9 s 25 & P
N 8 8 &5 P
m s © < 3 1
52 8 o P
S = : : :
O o S < : E ;
- & 5 E 8 N
P E T8 £ 8 P
: — mua c @ : : :
. 8 2 8 g N
z 2 8% =2 P
< & ¥ @ L O E:
O £ 0 c : :
22 g2 & & i
T o8 S 2 & & P
b 23 8 & g 2 G
s < o s =S : -
© 5 H
b - 5 & 2 F 3 P -
O « m a m > o E >
zZ £ 43S 2§ 5 P
S2sg588
0o g5 >8 = © = : :
zZ s S = m. = : :
< o £ = 19 3 P
= g = P
E 88 £ g8 & T Do
| w ] Y2 o) (@] H ”
oD &8 © % E € ¢ F-
Z o £ & 2 & L N
w o 8 c > O .- : : X
22 gd g P22 =
= £ o 3 3 E 3 n
W £ S = « = c o 2 )
< 2s8ggegs5 zEg =2
s £ 2 £ E 3 w @ & <
I £ 6 3 © S o a & & X o
S — o Z2ow > X on < =
= . . ~
< : .M L = z 5 . . . .
@Imn% cipta milfk UIN mcmmm ﬁ_mc ADn < State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
) ) L

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



't 4*
S|

By

UIN SUSKA RIAU

LAY

11
45
47

=
= : H H
S o= m
= g :
2 i@ :
g5 £ :
@ F :
£ = {5
5 8 g
2 i 5
[<3) : 2 p
> ia i
4 2 g8 18
N © : & P :
o > Iy P8
< S 5 B 3 : =
= S T B | = >
0 S~ 0 c 8
< TN 8 I ®
= Q£ - D
T 2 853 {0 o
I £5§ 80 o s B
T o 8 S 5 %
o S 8 8 x Z
57 s < & & &
s 23 &0
s 258 582
s S £ 35 S T
[<5) [<5] © P W o
S = B ST
= =z 2
© Hak &ﬁﬂm _..m_ lik &_ N Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

s
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BAB 1

PENDAHULUAN

dioyeH @

AZ.Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa hidup seorang diri tanpa adanya

N qljw e}

baftuan dari manusia lain. Untuk memenuhi kebutuhannya manusia harus
w

mgclrakukan interaksi, baik interaksi antara manusia dengan manusia, antara
mg,gusia dengan kelompok manusia maupun kelompok manusia dengan kelompok
m%usia. Dengan melakukan interaksi maka manusia harus bisa hidup
bermasyarakat. Namun, kehidupan manusia yang hidup di tengah-tengah
masyarakat tidak senantiasa akan selalu damai dan belum tentu akan terpenuhi
kebutuhannya, dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara dua pihak. Hal ini
disebut dengan konflik, konflik dapat menjadi sengketa dan dapat dibawa
kehadapan orang untuk di bantu penyelesaiannya.*

E}Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
T%un 1945 yang menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.?
S@?agaimana Negara yang berdasarkan kepada hukum untuk mengatur kehidupan
ba:ﬁ;;sa dan Negara, untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, maka setiap

w%'ga Negara memiliki hak atau kedudukan yang sama di depan hukum,
-

]
sqgégaimana sudah dijamin di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar

uej[ng jo

S5

< Karim, Kairuddin, Abdillah, "Gugatan Sederhana Dalam Proses Beracara.” dalam Jurnal
Litigasi Amsir, Volume 9., No.2., (2022), h. 128.
Andonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).
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©
Ngjgara Republik Indonesia Tahun 1945, yang salah satunya berguna untuk

mgvujudkan hak dalam memperoleh keadilan pada saat proses peradilan.’

E’ Negara hukum dalam menjalankan pemerintahan memerlukan suatu lembaga
pege_ldilan untuk menjaga agar tetap tegaknya hukum dan untuk menyelesaikan
ji@terjadi suatu permasalahan. Salah satu, lembaga peradilan perdata yang ada di
Ing)nesia adalah pengadilan. Pengadilan merupakan lembaga yang diharapkan
urfE_Uk dapat mewujudkan keadilan yang diharapkan oleh pihak yang mengalami
pe;;nasalahan. Fungsi pemeriksaan perkara di pengadilan merupakan subfungsi
pgegakan hukum yang dilakukan oleh hakim, advokat/penasehat hukum serta
pejabat pengadilan yang terkait. Pengadilan harus mampu mewujudkan kepastian
hukum sebagai suatu nilai yang terkandung dalam aturan-aturan hukum.”

Perselisihan yang sering terjadi di dalam masyarakat adalah sengketa perdata.
Terjadinya sengketa hukum di dalam masyarakat, diselesaikan dengan
membangun suatu cara penyelesaian sengketa yang sesuai dengan gagasan negara
Ingi’)nesia sebagai suatu negara hukum. Yaitu, dengan menjamin adanya
peii:;indungan hukum terhadap setiap warga negara, dengan disediakannya
be%agai lembaga peradilan yang dibentuk untuk menyelesaikan setiap
p%ﬁlasalahan-permasalahan hukum yang mengakibatkan kerugian pada warga

e

=
negara tersebut.®
o

i
P

<
=

’:EHarviyani, Shifa Adinatira, "Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Pelaksanaan Asas
Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Untuk Mewujudkan Access To Justice."
dalam Jurnal Verstek, Volume 9., No. 3., (2021), h. 653.

2sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Cahaya Atma

Pu@gka, 2013), h. 37.

Riyanto, Benny, Hapsari Tunjung Sekartaji, "Pemberdayaan Gugatan Sederhana Perkara
Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat Dan
Biaya Ringan" dalam Masalah-Masalah Hukum, Volume 48., No.1., (2019), h. 98-110.
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©
gUntuk menerapkan sebuah lembaga peradilan yang berkeadilan di negara

In@nesia yang menganut sistem demokrasi merupakan suatu hal yang sangat
p%ting sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara
R%ublik Indonesia. Dalam menegakkan hukum dan keadilan perlu adanya
pegngkat hukum yang baik serta peraturan yang benar dan tegas agar dapat
mgﬂberikan arahan kepada setiap lembaga pengadilan yang menciptakan keadilan
urfE_Uk setiap orang yang mencari keadilan.®
Q;E;Penegak hukum yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa hanya
d%at dilakukan oleh kekuasaan kehakiman. Dengan begitu, yang berwenang
dalam memeriksa dan mengadili sengketa hanya lembaga peradilan yang
berwenang.” Terjadinya sengketa itu disebabkan oleh adanya perselisihan antara
kedua belah pihak yang pada akhirnya sengketa ini harus di selesaikan di sebuah
peradilan, guna untuk mendapatkan keadilan di antara keduanya.
Dalam Klasifikasi hukum, hukum perdata adalah hukum privat.® Hukum
pe@ata, yaitu sebuah hukum yang dibentuk untuk mengatur tentang tata cara
pegyelesaian sengketa yang timbul akibat dari permasalahan pribadi antara subjek

+¥]
hukum lain, baik antara orang dengan orang, atau orang dengan badan hukum,

o]
mgnpun badan hukum dengan badan hukum. Hukum perdata juga sebagai media

Q A31SIdAT

’:fMaskum, "Prosedur melakukan Gugatan Dan Upaya Hukum Terhadap Gugatan Sederhana
(Small Claim Court) Dalam Perspektif Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Perma Nomor 2 Tahun 2015" dalam Journal limiah Rinjani (JIR), Volume 9., No. 1., (2021), h.
64-75.

:fAfriana, Anita, Chandrawulan, "Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana di
Indonesia" dalam Jurnal Bina Mulia Hukum, VVolume 4., No. 1., (2019), h. 53-71.

2Christina Bagenda, Nanda Dwi Rizkia, et.al., Hukum Perdata, (Bandung: Widina Bhakti
Pradada, 2023), Cet.Ke-1, h. 170.
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©
urgak orang yang ingin menuntut kerugian terhadap orang yang melanggar

kag_entingan pribadi (privat) orang lain.’

Z’ Hukum “perdata” berasal dari bahasa sanskerta yang berarti pribadi (privat),
sipi! (civiel), warga (burger) yang berarti peraturan mengenai warga, pribadi,
sié, yang berkenaan dengan hak dan kewajiban. Menurut Abdul Kadir
M&Zpammad dalam hukum perdata terdapat 3 unsur sebagai berikut :

c
1.2 Peraturan hukum, yaitu serangkaian ketentuan mengenai ketertiban. Peraturan

jeb)
-0 itu ada yang berbentuk tertulis ada pula yang berbentuk tidak tertulis seperti

QD
< hukum adat.

2. Hubungan hukum, adalah hubungan yang diatur oleh hukum seperti hak dan
kewajiban warga, pribadi yang satu terhadap warga, dan pribadi yang lain
dalam hidup bermasyarakat.

3. Orang, adalah subjek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban.
Pendukung hak dan kewajiban ini dapat berupa manusia pribadi dan badan

hukum.

Maka dari itu, hukum perdata mengatur hubungan antara perseorangan baik

o

@Fe[S] 23015

m masyarakat maupun dalam keluarga. Kemudian dalam tiap-tiap hubungan

DI

2

m terlibat dua orang atau lebih yang merupakan subjek-subjek hukum.*

Hukum perdata dibedakan menjadi dua yaitu hukum perdata materil dan

um perdata formil. Hukum perdata materil disebut hukum perdata yang

=
Brsiaatu

mepgatur tentang kepentingan-kepentingan perdata pada setiap subjek hukum,

n@jo

seg'angkan hukum perdata formil mengatur tentang proses penyelesaian perkara di

k%\Karim, Kairuddin, Abdillah, op. cit., h. 120.
2% shaq dan Efendi, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014),
CetiKe-1, h.151.
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©
degan pengadilan secara formal. Hukum perdata formil sudah diatur dalam hukum

-
acara perdata di Indonesia.
o

—

o Hukum acara perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur tata cara
me?_mpertahankan dan memelihara hukum perdata materil. Hukum acara perdata
ju; diartikan sebagai suatu peraturan yang mengatur bagaimana cara untuk
mﬁgajukan suatu perdata ke pengadilan dan juga mengatur bagaimana cara
ha‘z_im perdata memberikan putusan terhadap subjek hukum.**

Q\;E;Soepomo mengatakan bahwa dalam peradilan perdata hakim memiliki tugas
yasﬂl'DIu harus bisa mempertahankan tata hukum perdata (Burgelijke Rechtorde)
menetapkan apa yang seharusnya ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.*?

Dalam hukum acara perdata juga mengatur tentang bagaimana caranya orang
berlaku di depan pengadilan, bagaimana caranya agar pihak yang terancam
kepentingannya dapat mempertahankan diri, dan bagaimana seorang hakim
bertindak sekaligus mengambil keputusan secara adil, bagaimana cara
m%’aksanakan putusan hakim yang bertujuan agar setiap hak dan kewajiban yang

-

telgh diatur di dalam hukum perdata materil dapat berjalan dengan seharusnya,

F—

m§<a dari itu dapat terwujud tegaknya hukum dan keadilan.*®

D

CDi dalam hukum perdata terdapat banyak sengketa yang terjadi di

IGATU

masyarakat, diantaranya adalah perbuatan melawan hukum, sengketa tanah,

é}IS

seBgketa waris pada keluarga, wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh

debytur terhadap kreditur.

yn&jo

leulia, Hukum Acara Perdata, (Sulawesi: Unimal Pres, 2018), Cet.Ke-1, h.1.
!? aila M. Rasyid, Herinawaati, Pengantar Hukum Acara Perdata, (Sulawesi: Unimal Pres,
2045), Cet. Ke-1, h.10.
§3Agustine, Dwi, "Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata” dalam Rechts Vinding, VVolume
6., No. 1., (2017), h. 1-7.
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g Perkara perdata yang termasuk kepada perkara yang dapat diselesaikan secara

-
sederhana adalah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Perjanjian

o
(o¥ereenkomst) merupakan hukum dasar dalam perjanjian yang merupakan

=
sumber terpenting dari perikatan (verbintenis).* Perikatan sudah diatur dalam

—_
Buku ke Il KUHPerdata, Pasal 1233 KUHPerdata yang menyatakan bahwa

“'[dzgp-Tiap Perikatan itu terjadi karena persetujuan atau karena undang-undang”.™

c

Péyfjanjian melahirkan perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak
jeb)

dam kewajiban bagi masing-masing pihak. Dengan demikian suatu kesepakatan

beﬁgFJUpa perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal
1338 ayat 1 KUHPerdata, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai
undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Dengan adanya sebuah perjanjian maka kreditur dapat menuntut pemenuhan
prestasi dari debitur, sedangkan debitur berkewajiban untuk melaksanakan
prestasinya. Walaupun perjanjian dibuat dengan harapan semua apa yang telah

di%’pakati dapat berjalan dengan seharusnya, namun biasanya ada suatu kondisi

-

te;-t:entu yang kesepakatan perjanjian itu tidak berjalan dengan sebagaimana
&

mestinya sehingga muncullah peristiwa yang disebut dengan wanprestasi.®
o]
EWanprestasi merupakan pelaksanaan perjanjian yang tidak sesuai dengan

wédu yang sudah ditentukan atau tidak dilakukan menurut selayaknya atau tidak
]

dilaksanakan sama sekali. Secara umum wanprestasi adalah keadaan dimana
=)

de’bjhtur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan
e

m—
-

jo¥]

a‘s‘Subekti, Hukum Perjanjian, (Bandung: PT Intermasa Bandung, 1996), Cet.Ke-16, h.1.
~Martha Eri Shafira, Hukum Perdata, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), Cet.Ke-1, h. 84.
#°Huala Adolf, Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional, (Bandung: Refika Aditama, 2006),

h. 7%
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kegémuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya tidak memenuhi janji dalam suatu

perikatan, kealpaan dan kelalaian.
o

—

o Perbuatan melawan hukum juga termasuk kepada perkara yang dapat
dis?_e{lesaikan melalui acara sederhana, antara wanprestasi dengan perbuatan
mgawan hukum sama-sama dapat diajukan tuntutan ganti rugi. Namun,
W%Zp)prestasi terjadi karena adanya perjanjian atau kontrak, sedangkan perbuatan

c
mg\_lawan hukum terjadi apabila perbuatan seseorang itu bertentangan dengan hak

or;;)g lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bahkan
be%tentangan dengan kesusilaan di dalam masyarakat.

Perbuatan melawan hukum adalah suatu ketentuan yang diatur dalam Pasal
1365 KUHPerdata, berdasarkan pasal tersbut dijelaskan bahwa terdapat beberapa
unsur perbuatan melawan hukum, yaitu:

1) Adanya suatu perbuatan

2) Perbuatan itu melawan hukum

3);-”.- Adanya kesalahan dari pihak pelaku

4);; Adanya kerugian bagi korban

5)§Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian®®
A

Sengketa perdata baik itu wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum di

peigadilan negeri diperiksa dan diadili menururt hukum acara perdata, seringkali

siSATu

mgf:nerlukan waktu relative lama dan biaya yang tinggi. Lamanya proses acara
=)

pq’l_r,gidangan hingga diperolehnya putusan tidak sebanding dengan nilai gugatan
e

r—t

—
='Sinaga, N.A, Darwis, “Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian”, dalam
Juppal Mitra, Volume 7., No. 2., (2020), h. 43.
Gita Anggreina Kamagi, “Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal
1385 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya”, dalam Jurnal Lex Privatum,
Vdlime 4., No. 5., (2018), h. 58.
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yag:g dituntut bagi pihak pencari keadilan yang hendak mengajukan gugatan tetapi

deggan nilai gugatan yang kecil. Pada akhirnya, lembaga peradilan yang secara
kc-z%kret mengemban tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan ketika
me?_f?erima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap sengketa yang
digukan, dianggap sebagai tempat menyelesaikan sengketa yang tidak efektif dan
efﬁen.19

‘E_Di dalam hukum acara perdata terdapat dua cara dalam menyelesaikan
se;;]keta yaitu, penyelesaian secara damai tanpa campur tangan pengadilan (non
Iit!%asi), dan dengan cara penyelesaian melalui pengadilan (litigasi).
Menyelesaikan sengketa dengan cara non litigasi adalah penyelesaian sengketa
yang dilakukan berdasar kepada kesepakatan antara para pihak dan prosedur
penyelesaian sengketanya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang
bersengketa. Lalu, penyelesaian sengketa secara litigasi berpedoman kepada
hukum acara perdata, yaitu HIR (Het Herziene Indische Reglement), RBg (Recht
Reﬁlement Van Buitengewesten), dan peraturan-peraturan dalam hukum acara
pein';lata lainnya yang wajib dipenuhi agar sengketa dapat diajukan serta dapat
mgjgetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan.

A

Penyebab terjadinya sengketa dalam perdata dikarenakan salah satu pihak

yafig merasa dirugikan dan ingin menuntut hak nya melalui perantara dari

siSATU

peﬁgadilan. Akan tetapi, hal ini tidak akan menjadi masalah jika penyelesaiannya

(0]

m@ah dengan biaya yang lebih murah daripada nilai materil perkara yang di
e

se;i;'—gketakan. Namun, kenyataannya dalam penyelesaian perkara terkadang perlu

'glnguhammad Agus Prasetyo, “Reposisi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan
Gugatan Sederhana (Small Claim Court)” dalam Jurnal USM Law Review, Volume 4., No. 2.,
(2021), h. 96.
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©
m%geluarkan biaya yang mahal, sehingga menyebabkan terhambatnya

pe@embangan finansial para pihak yang bersengketa.”

E’ Pada asasnya semua bentuk perkara perdata akan diselesaikan melalui
m%anisme beracara sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam penyelesaian
pegara perdata terdapat beberapa asas yang mengaturnya. Diantaranya ada 6 asas
hukum acara perdata yaitu salah satu nya tentang asas cepat, sederhana dan biaya
ya‘Eg efektif. Yang mana asas ini bertujuan untuk mencapai penyelesaian sengketa
pe;Jdata dengan cara yang cepat, sederhana dan biaya efektif. Proses persidangan
ha%s efisien dan tidak memakan waktu yang terlalu lama dalam penyelesaian
perkaranya. Pihak-pihak yang berpekara juga di dorong untuk mencari
penyelesaian alternatif seperti mediasi atau negosiasi untuk menghindari biaya
dan kerumitan persidangan yang lebih besar. Bagi pihak yang bersengketa dengan
nilai gugatan yang kecil. Maka, penyelesaian melalui pengadilan dengan
menggunakan prosedur gugatan yang biasa itu bukanlah pilihan yang tepat karena

deﬁ;an menggunakan prosedur gugatan biasa akan mengeluarkan biaya yang

o .
mgnhal dan proses penyelesaian perkaranya yang lama.*

|

= Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dianggap tidak efektif dan efisien.

DI

HaFini disebabkan karena proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat

ATU

lambat dan memakan waktu sebagai akibat dari sistem pemeriksaannya yang

ISI

safgat formalistis dan sangat teknis, biaya perkara yang mahal, mengingat untuk

jo

pepdaftaran gugatan saja sekitar Rp. 500.000,00 — Rp. 750.000,00 biaya

)n

’,_fo\]endra, Wayan, Dewa Gede Sudika Mangku, Ketut Sudiatmaka, "Implementasi Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I1B" dalam Jurnal
Komunitas Yustisia, Volume 3., No. 2., (2020), h. 90-101.

2!Afriana, Anita, Chandrawulan, loc. cit.
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©
pe§idangan yang berkali-kali, biaya pengacara, biaya sita, biaya pemeriksaan

-
saksi, serta biaya-biaya lainnya. Peradilan yang tidak tanggap membela

o
keentingan umum dan sering berlaku tidak adil, serta putusan pengadilan sering
tidgik menyelesaikan masalah melainkan sebaliknya dapat menimbulkan masalah
~
bart mengingat proses berperkara selalu berakhir dengan adanya pihak yang kalah
= - . : :
da& yang menang. Hal ini berpotensi memperpanjang proses penyelesaian

c
seﬁgketa, meskipun terdapat asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya yang
jeb)

ringan.

g Untuk percepatan penanganan perkara di lingkungan peradilan, Mahkamah
Agung telah menerbitkan beberapa regulasi salah satunya tentang Small Claim
Court atau Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam (Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4
Tahun 2019). Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 ini dinilai sangat revolusioner,
ka.i)@na Peraturan tersebut mengandung pembaruan terhadap sistem hukum acara
pein';lata yang sebelumnya diatur oleh hukum peninggalan Hindia Belanda, yaitu
H% dan RBg dan Rv.

%Efa Laila Fakhriah berpendapat bahwa gugatan sederhana merupakan suatu
m%anisme informal di dalam pengadilan tetapi mekanismenya di luar mekanisme

]
p@‘badilan pada umunya, dengan pemeriksaan perkara yang cepat untuk

uej[ng jo

k%'QSherly Ayuna Putri, “Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana
Befttlasarkan Perma No. 2 Tahun 2015 dalam Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, VVolume
2.,Mo. 12., (2018), h. 2.
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©
m%gambil keputusan atas tuntutan ganti kerugian atau utang piutang yang nilai

~ 23
gugatannya kecil.
©

—

o Lembaga peradilan di Indonesia yang mempunyai wewenang terhadap
pegyelesaian perkara perdata adalah Pengadilan Negeri yang berada dibawah
kegjasaan kehakiman Mahkamah Agung. Dalam hukum perdata begitu banyak
terdzgdi konflik atau sengketa, yaitu diantaranya sengketa tanah, sengketa ahli
Wé:;_is, perbuatan melawan hukum, wanprestasi dan lainnya.

Q;E;Pada website Pengadilan Negeri Padang Panjang penulis menemukan adanya
31gperkara gugatan sederhana, yaitu sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun
2023.%* Di Tahun 2023 terdapat 7 perkara gugatan sederhana, diantaranya ada 4

perkara yang proses penyelesaian perkaranya masih lebih dari 25 hari yaitu

sebagai berikut :

Tabel : 1. 1
Perkara Gugatan Sederhana Yang Melebihi Batas Waktu Penyelesaian
dalam 25 Hari
NOE’ Nama Perkara Nomor Perkara Tanggal Status | Lama
> Perkara Perkara | Proses
1&| Wanprestasi | 3/Pdt.G.S/2023/PNPdp | 25 Mei 2023 | Selesai | 28 Hari
_25 Wanprestasi | 2/Pdt.G.S/2023/PNPdp | 25 Mei 2023 | Selesai | 32 Hari
35| Wanprestasi | 5/Pdt.G.S/2023/PNPdp | 30 Mei 2023 | Selesai | 38 Hari
4.5 Wanprestasi | 7/Pdt.G.S/2023/PNPdp | 29 September | Selesai | 38 Hari
=, 2023

<
Suinhber Data: http://sipp.pn-padangpanjang.go.id/list_perkara (Diakses pada 11
M%rret 2024).

]

ns jo

=2Syarifuddin, Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia, (Jakarta: PT.
Imgji Cipta Karya, 2020), Cet.Ke-1, h. 12-13.
U;‘Pengadilan Negeri Padang Panjang, “Sistem Informasi Penelusuran Perkara”, artikel dari
https://sipp.pnpadangpanjang.go.id/list_perkara/type/QkZ6bXIJmWWVVbWOrWjRazVhpVUIXQ
WIpU21KNEZZMXgxc2hL ZTNaL 1INPeG85Y 0tEaDhWbU1IUVVieHRid1IXYTBDUGAIRzZtO

URYK3FIdTRNeFdPalE9PQ==. Diakses pada 5 Maret 2024.
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©
gPenyelesaian Gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Padang Panjang.

M%ih belum sesuai dengan peraturan yang telah dibentuk oleh Mahkamah Agung
ya-,%u Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang mengatur tentang
Tagg Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, di dalam Pasal 5 ayat (3) disebutkan
bagva “Penyelesaian perkara pada Gugatan Sederhana selesai paling lama pada
W?%tu 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama”. Namun, penulis
mgcrhemukan di dalam website daftar perkara gugatan sederhana Pengadilan Negeri
P%ng Panjang bahwasanya ada 7 perkara di Tahun 2023 ini dan 4 perkara
di%taranya waktu penyelesaian perkaranya lebih dari 25 hari.

Mengenai batas waktu penyelesaian gugatan sederhana, berdasarkan Pasal 5
ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Penyelesaian Gugatan Sederhana, penulis tertarik untuk mencari tahu apa yang
menjadi masalah dalam proses penyelesaian perkara gugatan sederhana di
Pengadilan Negeri Padang Panjang yang begitu lama sehingga harus melanggar
da.E? aturan pada Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun
2024:5 yang berbunyi “Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 hari sejak
ha; sidang pertama”. Tentunya ketentuan ini harus diterapkan oleh hakim yang
akgth memeriksa, mengadili, dan memutus perkara gugatan sederhana. Apabila
diE&hggar, maka perkara gugatan sederhana tersebut kehilangan maknanya.

w

S@ingga, mengakibatkan gugatan yang sedang diperiksa tidak menjadi sederhana

neny wisey jrredAg uejng jo
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©
Iag'!'-. Secara otomatis perkara tersebut menjadi perkara gugatan perdata biasa dan

-
akan diterapkan ketentuan hukum acara perdata biasa pada perkara tersebut. %

o
Béfdasarkan dengan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan
=/ . . .
penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2

=
Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap

= . . : . .
Pegyelesalan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Padang Panjang”
c

w
B4 Batasan Masalah

Py

gAgar penelitian ini menjadi terarah dan tidak menyimpang dari topik yang
akan dibahas dan menghindari terjadinya kekeliruan, maka penulis membatasi
permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu fokus pada Pasal 5 ayat
(3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Penyelesaian Gugatan Sederhana mengenai batas waktu penyelesaian gugatan

sederhana terhadap penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Padang

Pdfjang.
o8]
-
(¢]
e
C£ Rumusan Masalah
+¥]
B8
éBerdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis dapat
=
merumuskan rumusan masalah sebagai berikut. Adapun rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah:
]
=)
Lo =
w
=
gsHukum Online, “Akibat Hukum Jika Penyelesaian Gugatan Sederhana ‘Molor’”, artikel dari

httgs://www.hukumonline.com/klinik/a/akibat-hukum-jika-penyelesaian-gugatan-sederhanamolor-
It62b153c6ec3ad. Diakses pada 4 Januari 2024.
B2 Socbecsad
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©
1.mIBagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015

-
dentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana terhadap penyelesaian

%erkara perdata di Pengadilan Negeri Padang Panjang?
2.?_A_\pa faktor penghambat implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2
gahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan
ﬁlegeri Padang Panjang?

c
w

D& Tujuan dan Manfaat Penelitian
Py

12 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

a) Untuk mengetahui implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2
Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana terhadap
penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Padang Panjang.

b) Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan

Sederhana di Pengadilan Negeri Padang Panjang.

N

neny wisey jrreAg uejing jo AJISIdAIU) dDTWER[S] 3}€)S

Manfaat Penelitian

a) Bagi Institusi
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan pengetahuan
tentang gugatan sederhana berdasarkan dari Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

terhadap penyelesaian perkara perdata.
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b) Manfaat IImiah

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman
secara ilmiah bagi penulis dan menjadi wadah untuk mewujudkan ilmu
dan teori yang diperoleh dibangku perkuliahan. Selain itu. Diharapkan
bisa menjadi bahan referensi atau perbandingan untuk penyusunan
penelitian selanjutnya tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan

Sederhana Terhadap penyelesaian penyelesaian perkara perdata.

Bagi Masyarakat

Untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada khalayak umum,
terutama pada masyarakat di Kota Padang Panjang untuk mengetahui
Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap penyelesaian
gugatan wanprestasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2

Tahun 2015.
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{ah]
-
o TINJAUAN PUSTAKA
=
Q .
A3 Kerangka Teori
~
C1. Tinjauan Perkara Perdata

< Perkara dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Perkara dapat terjadi

S

antcara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara

A

kej;gmpok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara
p%sahaan dengan negara dan antara negara dengan negara lainnya. Dengan kata
lain, perkara dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi
baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

Perkara adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh
pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasannya
kepada pihak yang kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka
akgn terjadi apa yang disebut dengan perkara. Dalam konteks hukum khususnya
hq;'kium kontrak, yang dimaksud dengan perkara adalah perselisihan yang terjadi
argara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah
digangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan.

=

= Menurut Nurmaningsih  Amriani yang dimaksud dengan perkara adalah

-
w

p@fgéelisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya
=)

w@prestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Sebuah
e

pe§<ara akan berkembang apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan

=
ra@ tidak puas, baik secara langsung kepada para pihak yang dianggap sebagai
V)

16

nery wisey jix



‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

NVIE YYSNS NIN
o

&

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

b )

3,

>

h

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

0

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

17

©
pegyebab kerugian atau pihak lain sehingga inilah yang menjadi titik awal para

-
pikak unutk mengajukan sengketanya ke dalam pengadilan.?®

2. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Perkara Perdata

-Pada penyelesaian perkara perdata di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu

Nijtw eyd

malalui jalur yang disebut dengan litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi merupakan

NEN

thg last resort, yaitu sebagai upaya terakit jika penyelesaian perkara secara
ke%eluargaan atau perdamaian diluar pengadilan ternyata tidak menemukan titik
jagn keluar. Sedangkan penyelesaian perkara jalur non litigasi adalah mekanisme
peiyelesaian di luar pengadilan yang menggunakan mekanisme yang hidup di
dalam musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat.?’
3. Pengertian Gugatan
Menurut Darwan Prinst Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang merupakan
tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh
peg)gadilan untuk mencegah main hakim sendiri (eigenrichting).”®
% Menurut Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1 angka (2),
gtgatan adalah tuntutan hak yang yang mengandung sengketa dan diajukan ke
pe?)gadilan untuk mendapatkan putusan. Menurut Sudikno Mertokusumo, tuntutan
G,

ha&é. adalah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan yang

(g°]
di@grikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri (eigenrichting).

el[ng jo A3

?{Nurmaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan,
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 12.

227 jendra Wayan, op.,cit., h. 90.

= aila M. Rasyid dan Herinawaati, loc. cit., h. 30.
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4. Sejarah dan Pengetian Gugatan Sederhana (Small Claim Court).

a. Sejarah Gugatan Sederhana (Small Claim Court)

ejdio jeH o

Sejarah pergerakan pembentukan gugatan sederhana dapat dilihat pada tahun

A

0. Yang tujuannya untuk menciptakan sebuah sistem peradilan yang

ungkinkan orang untuk mempresentasikan diri mereka sendiri. Dengan

3
=81

koﬁsep yang sederhana, informal, peradilan tanpa pengacara, dimana orang-orang

c

b@a dapat menyelesaikan perkara mereka dengan cara yang damai, tanpa biaya,
jeb)

tanpa penundaan, secara teknis dan teliti. Dibantu dengan peraturan yang terpadu

d£ prosedur yang disederhanakan yang memudahkan penerapannya bagi orang
awam.

Dalam HIR/Rbg pun telah diatur tersendiri tentang pemeriksaan perkara
secara singkat. Secara umum gugatan sederhana dipergunakan untuk menyebut
sebuah lembaga penyelesaian perkara perdata berskala kecil dengan cara
sederhana, tidak formal, cepat dan biaya yang murah. Gugatan sederhana pada

urﬁ&mnya terdapat di negara-negara yang memiliki latar belakang tradisi hukum

-

o : .
common law. Di berbagai negara, perkara-perkara konsumen merupakan perkara

F—

+¥]

yafg diselesaikan oleh lembaga yang disebut dengan Small Claim Court atau
=

Sn%all Claim Tribunal. Perbedaan antara “court” dengan “tribunal” adalah court

beEsifat tetap sedangkan tribunal lebih bersifat ad hoc. Hal itu tampak misalnya,
]

daﬁm hal kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan
=)

até:ﬁ dengan kata lain yang bertindak sebagai hakim pada Small Claim Court
e

beEar-benar dijalankan oleh seseorang hakim pada court tersebut, sehingga

u

pt%?lsannya pun sering kali disebut dengan istilah “judgement .
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gPada Small Claim Tribunal yang bertindak sebagai hakim adalah seorang

-
Batrister sebagai anggota tribunal yang memimpin jalannya persidangan disebut

o
defigan istilah  “decision”. Sekalipun demikian sebagai lembaga yang

=
menjalankan fungsi pengadilan keduanya juga memiliki ciri-ciri atau karakteristik

=
yang sama, antara lain®®, sebagai berikut:

=
1)0)
c

gdiluar sistem peradilan yang bersifat independen.
jeb)
2)o Terdapat batasan mengenai kasus apa saja yang dapat diajukan atau tidak

QD
< dapat diajukan pada Small Claim Court maupun Small Claim Tribunal.

Pada umumnya merupakan bagian dari sistem peradilan atau peradilan khusus

3) Terdapat batasan nilai gugatan. Pada umumnya yang dapat diajukan adalah
sengketa yang nilai gugatannya kecil.

4) Biaya perkara yang lebih rendah dibandingkan biaya perkara yang diajukan
pada pengadilan. Bahkan dibeberapa negara dibebaskan dari biaya perkara.

5) Prosedur yang sederhana dan lebih bersifat informal sehingga para pihak

g.?yang awam hukum pun dapat mengajukan sendiri.

-

6); Proses pemeriksaannya berlangsung cepat, sederhana dan biaya ringan, maka

F—

gpara pihak yang berperkara tidak memerlukan bantuan seorang kuasa

i o

(@]
C hukum/advokat.

ATU

7)o Alternatif penyelesaian perkara lebih terbuka, dalam arti tidak selalau

I

A31s

'bergantung kepada pertimbangan hakim berdasarkan hukum yang berlaku,
namun kemungkinan sebuah putusan yang didasarkan pada tawar menawar

para pihak yang difasilitasi hakim.

Syarifudin, op., cit., h. 46
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S)gPada umumnya Small Claim Court maupun Small Claim Tribunal,

-
o memeriksa, mengadili dan memutus tuntutan yang berupa uang ganti

d

—

o Kerugian yang bersifat material, sekalipun dimungkinkan pula tuntutan dalam

-bentuk lain, misalnya permintaan maaf.

b. Pengertian Gugatan Sederhana

NIN X!

C:DGugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap

S

gugatan perdata yang mana nilai gugatan materilnya ditentukan nominalnya, yang

py)

digglesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Menurut Natsir
c

Asnawi gugatan sederhana (small cllaim court) adalah gugatan yang ada dalam

bidang hukum perdata yang nilai gugatan materilnya paling banyak Rp.
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dalam
pembuktian sederhana (simple procedure and evidentiary).*

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019

disebutkan bahwa : Penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan
W

di%ersidangan terhadap gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima
ra%vs juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana.®

~ Gugatan sederhana adalah gugatan perdata dengan nilai gugatan materil

G,
pa@ng banyak Rp.500.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan

(g°]
de:ijgan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Penyelesaian dengan gugatan

P

]
sederhana hanya bisa digunakan untuk perkara ingkar janji (wanprestasi) dan/atau

)
Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

o

soNatsir Asnawi, Hukum Acara Perdata : Teori dan Praktik, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 648

k(é;‘llndonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Pefaturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan
sedarhana, Pasal 1 Ayat (1).
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gSeIuruh subjek hukum, baik orang perseorangan maupun badan hukum, dapat

-
mengajukan gugatan sederhana. Pihak yang mengajukan gugatan sederhana tidak

o
leBjh dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.

=
—-Perkara dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana apabila telah

=
memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya yaitu :

a)jgara pihak harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut :

n

“1. Masing-masing satu penggugat dan tergugat yang merupakan orang

perseorangan atau badan hukum, penggugat dan tergugat dapat lebih dari

nery ey

satu apabila memiliki kepentingan hukum yang sama.

2. Penggugat dan tergugat berada dalam daerah hukum yang sama.

b) Jenis perkara berupa ingkar janji ataupun perbuatan melawan hukum. Namun,
ada pengecualian yaitu sengketa atas tanah ataupun perkara yang masuk
yurisdiksi pengadilan khusus tidak dapat masuk ke dalam gugatan sederhana.

c) Nilai gugatan materil paling banyak Rp.200.000.000,00. Untuk penggugat dan
=I=f—?ergugat tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang

%ama. Kepentingan hukum yang sama ini maksudnya adalah kepentingan yang
SIélaling terkait antara sesame penggugat atau tergugat. Misalnya, dalam
o]

?erjanjlan kredit, suami yang menandatangani perjanjian kredit yang dilakukan

noleh istri merupakan pihak yang masuk dalam kategori kepentingan hukum
m

L;yang sama dalam sengketa perdata tersebut.
=)

$Orang perseorangan atau badan hukum merupakan pihak yang dapat digugat
e

da@m penyelesaian gugatan sederhana. Pihak yang digugat diistilahkan sebagai

tergugat.
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gUntuk bisa diajukan ke dalam penyelesaian gugatan sederhana, maka pihak

teg_ugat harus diketahui domisilinya dan berada dalam daerah hukum yang sama.
D-gérah hukum yang dimaksud adalah kabupaten atau kota dimana penggugat dan
te%ugat berdomisili.

zDaIam gugatan sederhana besaran panjar biaya perkara ditetapkan oleh ketua
peazgadilan negeri setempat. Panjar biaya tersebut dibayar oleh penggugat,

c
segi_angkan biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah sesuai dengan amar

jeb)
putisan.>?

g Gugatan sederhana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2
Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan

Sederhana

5. Manfaat Gugatan Sederhana (Small Claim Court)

7
E.-a) Meningkatkan aksebilitas bagi masyarakat untuk mencapai keadilan.

TeEutama bagi aksebilitas masyarakat yang tidak mampu, penyelesaian kasus-
8

kasus keseharian yang tidak kompleks, penyederhanaan prosedur menguntungkan

G,
oréug awam, menekan kemungkinan perkara yang berlarut-larut bahkan berlanjut,

(g°]
daﬁ_mendorong kepercayaan masyarakat kepada lemabaga perdailan karena sifat

P

]
petadilan yang efisien dan efektif.

Ag uejng

?.f’zMahkamah Agung Republik Indonesia, et.al., Buku Saku Gugatan Sederhana, ( Jakarta:
PuBdt Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015), h. 10-14.
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gb) Mendorong terwujudnya azas peradilan yang sederhana dengan prosedur

-

yang lebih sederhana, pemeriksaan oleh hakim tunggal, dan selaras dengan asas
o

kePatutan karena menghindari prosedur yang berbelit-belit.

3 : .
—-c) Mendorong terwujudnya asas peradilan yang cepat.

zd) Memberi kesempatan untuk memilih mekasnisme dan yurisdiksi yang
teét.
“E_e) Mengurangi kemungkinan penumpukan perkara di Mahkamah Agung dan
Peiadilan Tinggi
g f) Mewujudkan  keadilan  restorative dan  mepertimbangkan ius
contituendum.*
6. Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
Asas cepat dalam proses peradilan artinya penyelesaian perkara yang tidak
memakan waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian asas biaya ringan
penekanannya pada biaya-biaya perkara yang akan dikeluarkan oleh kedua belah
piE&k terhadap perkara yang sedang dijalaninya. Biaya ringan juga mengandung

¢]
m%knabahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang

F—

yagg mempunyai harapan akan jaminan keadilan di dalamnya tetapi harus ada

o]
jalginan bahwa tidak mahal dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai

e

yaflgg merusak nilai keadilan itu sendiri. Tahap penyelesaian gugatan sederhana,
]

yaitu :
=4

a. (Bendaftaran
e

b.?emeriksaan kelengkapan gugatan sederhana

kc<“:‘38ilvia Fitri Rohana, Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Penyelesaian Gugatan Sederhana
(Small Claim Court) Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Pengadilan Negeri Kelas | A
TaRjung Karang. (Skripsi: Universitas Lampung, 2017), h. 31.
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c.fenetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti

-
d.-Pemeriksaan pendahuluan

o
e.gPenetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak

=
f. Pemeriksaan sidang dan perdamaian
~

g.cPembuktian

h.jl;’utusan34

c
& Di tahap pemerikasaan tergugat, penggugat mendaftarkan gugatannya di

jeb)
kepaniteraan pengadilan, penggugat dapat mendaftarkan gugatan dengan mengisi

bl%ko gugatan yang telah disediakan oleh kepaniteraan. Blanko gugatan berisi
tentang identitas penggugat dan tergugat, penjelasan ringkas duduk perkara dan
tuntutan dari penggugat. Penggugat wajib melampirkan surat yang sudah
dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.

Berikutnya adalah penyelesaian kelengkapan gugatan sederhana. Panitera
melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana berdasarkan
keg?ntuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015.
Paigitera mengembalikan gugatan yang tidak memenuhi syarat sesuai yang

F—

di%’nksud pada ayat (1). Kemudian, pedaftaran gugatan dicatat dalam buku
o]
regl‘ster khusus gugatan sederhana. Setelah itu Ketua Pengadilan Menetapkan

panajar biaya perkara. Penggugat wajib membayar panjar biaya perkara jika
m

pe’g‘ggugat tidak mampu maka dapat mengajukan permohonan beracara secara
=)
o 35

Cuipa-cuma atau prodeo.

uejn

kg’:.“Marten Bunga, “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Sederhana”, dalam
Gdrontalo Law Review, Volume 5., No. 1., (2022), h. 47.
=Ibid, h. 48.
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g Setelah itu, hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan wajib berperan aktif

dagm persidangan dengan melakukan hal-hal berikut :

a)g' Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang
gkepada para pihak.

b)z Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan
ikepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan.

c
c)i Menuntun para pihak dalam pembuktian.

jeb)
d)zo Menjelaskan apa saja upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak.

g Peran aktif yang disebutkan diatas wajib untuk dilakukan dalam persidangan
yang dihadiri oleh para pihak.*®
Selanjutnya pemeriksaan pendahuluan, hakim akan memeriksa materi
gugatan tersebut apakah dapat diselesaikan melalui pembuktian yang sederhana.
Apabila dalam pemeriksaan hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk
kepada gugatan sederhana, maka hakim akan mengeluarkan penetapan yang
m%%yatakan bahwa gugatan bukanlah gugatan sederhana dan akan mencoret
gugatan tersebut dari register perkara.
gPada proses pembuktian hakim tetap melaksanakan pemeriksaan pembuktian
be%lasarkan hukum acara yang berlaku. Hakim akan membacakan putusan dalam
ke?a‘(':laan sidang terbuka untuk umum, dan memberitaukan kepada para pihak

]
un@lk mengajukan keberatan jika menolak putusan yang dibacakan oleh hakim.

(0]

Diﬁ dalam hal jika para pihak tidak hadir dalam pembacaan putusan maka jurusita

Ag uejn

ZIndonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara
PeRyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 14.
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ak? menyampaikan pemberitahuan putusan paling lama 2 (dua) hari setelah

-
putusan dibacakan.®’

o
o Dalam gugatan sederhana terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan oleh

=
para pihak apabila menolak putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Dengan

=
mengajukan upaya hukum keberatan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal

Z@Keberatan akan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan menandatangani

c
aK;’\_& pernyataan keberatan dihadapan panitera disertai dengan alasa-alasannya.

jeb)
Pemohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan

dig)Mcakan oleh hakim.
7. Upaya Hukum dalam Perkara Gugatan Sederhana
Upaya hukum terhadap gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 adalah dengan mengajukan keberatan. Keberatan diajukan kepada Ketua
Pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan dihadapan panitera
disertai dengan alasan-alasannya.
E?Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan

-

(¢]
di%eapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Permohonan keberatan diajukan

F—

kegada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang
o]
digdiakan di kepaniteraan. Permohonan keberatan yang diajukan malampaui

baftps waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak
]

da%ét diterima dengan penetapan Ketua Pengadilan berdasarkan surat keterangan

(0]

s
pagitera.
<

>
-
Sk
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gKepaniteraan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan

kegeratan yang disertai dengan memori keberatan. Kontra memori keberatan
d%at diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko yang disediakan
di%epaniteraan.

zPada proses pemeriksaan keberatan. Ketua Pengadilan menetapakn Majelis
H%Lgim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan, paling lambat satu
ha‘?crj_ setelah permohonan dinyatakan lengkap. Pemeriksaan keberatan dilakukan
o@; hakim senior yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.

g Putusan pada permohonann keberatan diucapkan paling lambat 7(tujuh) hari

setelah tanggal penetapan Majelis Hakim. Pemberitahuan putusan kepada para

pihak paling lambat 3 (tiga) hari sejak diucapakannya pemberitahuan.
B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini sebagai bahan perbandingan, penulis mengacu pada
begErapa penelitian terdahulu yang relevan dengan Penyelesaian Gugatan
Sq?erhana. Adapun penelitian-penelitian tersebut antara lain :
1.§Dhea Surya Adhi Putri, PENERAPAN GUGATAN SEDERHANA (SMALL

ECLAIM COURT) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA

E'WANPRESTASI DI PENGADILAN AGAMA CIBINONG (Studi Kasus :

AJISI

“Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Cbn), 2019. Menerangkan tentang

jo

mbagaimana penerapan sistem gugatan sederhana pada sengketa ekonomi

n

—t

syariah di Pengadilan Agama Cibinong. Dhea melakukan penelitian di

Pengadilan Agama Cibinong Kabupaten Bogor dengan menggunakan metode

neny wisey jrredg uej
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T penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan

10 ).

_pendekatan kasus. Hasil dari penelitian adalah penerapan gugatan sederhana
pada putusan No. 1/Pdt.G.S./2019/PA.Cbn di Pengadilan Agama Cibinong
:sudah sesuai dengan aturan yang ada pada Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 4 tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016.
Penerapan gugatan sederhana ini sudah sesuai memenuhi prinsip-prinsip pada

teori kepastian hukum dan efektifitas hukum.*® Berbeda dengan Dhea,

Y e)ysng NIn!lw eyd

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian gugatan

nei

wanprestasi secara sederhana sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di
Pengadilan Negeri Padang Panjang. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan
Negeri Kota Padang Panjang dengan menggunakan metode penelitian hukum
empiris dan pendekatan kualitatif.

Mitha Ratnasari, IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN
GUGATAN SEDERHANA (Studi Kasus Perkara Nomor

8/Pdt.G.S5/2017/PN.SDA). Menerangkan tentang bagaimana penerapan tata

[} dTurejsjy ajejlg

cara penyelesaian gugatan sederhana yang sudah dijelaskan pada pasal 5 ayat

(3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 yaitu mengharuskan

I9AIU

A31s

'penyelesaian perkara gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari,

namun faktanya masih banyak penyelesaian perkaranya melebihi dari 25 (dua

}Ins jo

pe¥)
3‘;8Putri Adhi Surya Dhea, Penerapan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

Peryelesaian Sengketa Wanprestasi Di Pengadilan Agama Cibinong (Studi Kasus : Putusan
Ndthor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Cbn), (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,
2019).
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gpuluh lima) hari di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Penelitian ini dilakukan di

-
o Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan menggunakan metode yuridis normatif
o

—

o dengan fokus penelitian mengenai Peraturan Mahkamah Nomor 2 tahun 2015
gtentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana khususkan pada Pasal 5
zayat (3). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Pasal 5
iayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara

c
& Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A

jeb)
vkhusus belum dijalankan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung. (2)

g Kebijaksanaan Hakim yang menambah waktu penyelesaian Gugatan
Sederhana, diakibatkan karena adanya beberapa alasan.** Berbeda dengan
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian gugatan
wanprestasi secara sederhana sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di
Pengadilan Negeri Padang Panjang. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan
Negeri Kota Padang Panjang dengan menggunakan metode penelitian hukum
empiris dan pendekatan kualitatif.

Ag ni Hasrini Yusuf, PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NO.2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN
GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI SINJAI, 2017.

Menerangkan tentang bagaimana pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung

JO AJISIdATU() dDTUIR[S] d)€)}S

onNomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di
e

gPengadilan Negeri Sinjai serta untuk mengetahui kendala-kendala apa yang

kcé’}‘)Ratnasari Mitha, Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang

Tald Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana  (Studi  Kasus Perkara  Nomor
8/R1.G.S/2017/PN.SDA), (Skripsi: Universitas Negeri Semarang, 2018).
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Tterjadi selama pelaksanaannya. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan

10 ).

Negeri Sinjai dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris. Hasil
peneltiannya menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Sinjai telah berusaha
-memenuhi ketentuan tata cara penyelesaian gugatan sederhana yang telah

dituliskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, akan

NIn!iw eyd

ch)tetapi dalam penyelesaian perkara yang memiliki batas penyelesaian 25 (dua

n

& puluh lima) hari terjadi keterlambatan dalam pemberitahuan putusan kepada
jeb)
-opihak tergugat sehingga upaya keberatan yang diajukan oleh pihak tergugat

gdalam prakteknya juga melewati batas waktu yang berlaku. Keterlambatan
pemberitahuan merupakan hasil dari kendala domisili pihak tergugat. Pihak
tergugat memiliki domisili yang berbeda dengan pihak penggugat sehingga
pihak tergugat tidak mengetahui bahwa dirinya digugat di Pengadilan Negeri

Sinjai. Selain itu, belum luasnya informasi mengenai Tata Cara Penyelesaian

Gugatan Sederhana juga merupakan kendala lain yang ditemui dalam

g.?penyelesaian gugatan sederhana.*® Berbeda dengan penelitian ini bertujuan
guntuk mengetahui bagaimana penyelesaian gugatan wanprestasi secara
gsederhana sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015
%tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri
E'Padang Panjang. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Padang
E"Panjang dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dan
i(;;pendekatan kualitatif.

Ho

n Yusuf Hasrini Agni, Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2015 Tentang

Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Sinjai, 2017, (Skripsi:
Urfilversitas Hasanuddin Makassar, 2017).
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al BAB II1
Q)
G
o METODE PENELITIAN
=
) . . .
A3 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum

enfpiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang bagaimana penerapan

SNIN A

hL§_um dalam kenyataannya, baik terhadap individu, kelompok, masyarakat,
Ielfr;upaga hukum dalam masyarakat dengan menitik beratkan pada perilaku
ing\/idu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya
dengan penerapan atau berlakunya hukum. Dalam penelitian ini penulis langsung

kelapangan untuk mengambil data.**

Dilihat dari sifat penelitian, penelitian ini adalah penelitian preskiptif yaitu
penelitian yang bertujuan memberikan gambaran atau merumuskan permasalahan

sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada dikaitkan dengan peraturan/norma

S

yang ada.*
(¢]
@

B.g Pendekatan Penelitian
-
gPendekatan penelitian adalah cara dalam penelitian yang dimulai dari
:-

pefumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan penelitian itu
]

sakah satunya adalah pendekatan undang-undang (statute approach) adalah salah
(=}
Lo =

saén metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah dan
Y
=)

kg")lMuhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 83
22Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik),
(JdRarta: Rajawali Pers, 2018), Cet. Ke-1, h. 137

31
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m%ganalisis sebuah undang-undang peraturan pemerintah, peraturan daerah dan

-
regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.*’
o
wDari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan
=
peadekatan undang-undang yang mana peraturan yang digunakan dalam

=
pepelitian ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang

= .
Ta&g Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

c
w

Ca& Lokasi Penelitian
.y

gLokasi penelitian adalah tempat yang akan dituju oleh peneliti pada saat
melakukan peneltian.** Adapun lokasi penelitian ini ialah di Pengadilan Negeri
Padang Panjang, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No.9, Bukit Surungan,
Padang Panjang Barat, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat,
Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan
Negeri Padang Panjang karena peneliti melihat proses penyelesaian perkara pada

gugatan sederhana masih belum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung

L

N&nor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
wn

D=-Informan Penelitian

(] dTwre]

“Informan adalah individu atau kelompok yang memberikan informasi, data

JATU

yang diminta peneliti hanyalah apa yang mereka ketahui, dan tanggapannya tidak

t diubah menjadi apa yang diinginkan®. Dalam penelitian ini menggunakan

o
eimsgo Afis

34)3Nur Solikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media,
2021), h. 63

2 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Pamulang: Unpam Press, 2018), h. 65

“*Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 122
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ingrman utama, yaitu orang-orang yang memiliki pengetahuan teknis dan detail

-
teafang objek penelitian yang akan diteliti. Yaitu Hakim dan Panitera Muda

o
Perdata di Pengadilan Negeri Padang Panjang.
=

E=Data dan Sumber Data

=

5Data adalah sekumpulan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penelitian.
Ya«zﬂg diperoleh dari berbagai sumber. Sumber data yang dikumpulkan oleh
peﬁ;liti ini berasal dari dari dua sumber, yaitu :
1.§ Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber aslinya, seorang peneliti

harus secara langsung mengambil data tersebut dari sumber aslinya. Data ini
diambil dengan cara melakukan observasi dan wawancara kepada responden yang
berkaitan dengan pembahasan penelitian yaite dengan Hakim dan Panitera Muda
Perdata di Pengadilan Negeri Padang Panjang.
2.9 Data Sekunder

o

2Data sekunder adalah data yang diperoleh dari mengumpulkan bahan
wn

kefustakaan, seperti:

o]
a.— Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang memiliki ketentuan dan

JATU

‘kaidah hukum yang mengikat. Contohnya, peraturan perundang-undangan.

AJISI

‘Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti adalah Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana,

dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
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©
b.TCBahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang eksistensinya

10 ).

_berfungsi untuk memberikan penjelasan dan memperkuat bahan hukum
primer. Contohnya, artikel, jurnal, hasil-hasil dari penelitian terdahulu dan
:pendapat para ahli. Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan adalah
buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti.

Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang bersifat pelengkap

sNg NINM!Iw eyd

£ yang menyediakan petunjuk lebih lanjut dari bahan primer dan sekunder.

|.46

H e

Contohnya, kamus hukum, ensiklopedia hukum dan KBB

nei

F. Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa cara teknik
sebagai berikut :
1. Observasi

Observasi adalah peneliti melakukan pengamatan langsung ke lokasi tempat
pegelitian guna untuk mengumpulkan data dan informasi atau data-data yang
d@nuhkan dalam peneltian.
2. %TWawancara

zWawancara (interview) adalah proses pengumpulan data langsung dari

nqgésumber penelitian di lapangan (lokasi). Peneliti akan melakukan Tanya jawab
d@%gan narasumber terkait dengan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung

=)
N@nor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana,
e

w@'vancara merupakan proses Tanya jawab secara verbal yang dilakukan penulis
=)

k%FBTan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam
Menyelenggarakan Penelitian Hukum." Nusantara: Jurnal llmu Pengetahuan Sosial 8.8 (2021):
2463-2478.
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©
deggan pihak yang terlibat dalam penelitian ini, yaitu bersama dengan Hakim di

-

Pepgadilan Negeri Padang Panjang dan Panitera Muda Perdata di Penagdilan
o

Nedleri Padang Panjang.

3
3.—-Dokumentasi

=
— Dokumentasi adalah kumpulan berkas atau data yang akan dicari informasi

atgzg keterangannya yang benar dan nyata, ini didapatkan dari hasil pengumpulan

c
da‘;’\_& berupa buku, notulen, rekaman audio, majalah dan lainnya.*’

QO

m - =
G, Analisis Data
c

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis
kualitatif yaitu analisis yang digunakan dapat memberikan deskripsi mengenai
objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek penelitian. Proses
analisis dimulai dengan menelaah kajian yang didapat dari berbagai sumber mulai
dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian membuat reduksi data
ya?; data-data yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data
yqi_'.g sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hasil analisis tersebut dapat
digetahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam

mgﬂgambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang

u

beksifat khusus.*®
L ]

uej[ng jo A3rs

5

< Suteki dan Galang Taufani, loc. cit. h. 217
28So0erjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press,
2008), h. 98
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BAB V

PENUTUP

dioyeH @

—

Ag Kesimpulan
=
—-Berdasarkan pendahuluan dalam kerangka teori dan pengolahan data serta

=
hastl penelitian dan pembahasan maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai

be& ut:
c
1.$Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 di

jeb)
-uPengadilan Negeri Padang Panjang secara umum dapat dilihat bahwa pada

gproses penyelesaian perkara nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Pdp sudah sesuali
dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 2
Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhan, seperti
dengan penetapan hakim dan panitera pengganti yang penunjukannya sudah
sesuai dengan ketentuan Pasal 10 yaitu, penetapan hakim dan panitera
pengganti tidak boleh lewat dari 2 (dua) hari, serta pemberitahuan putusan

yang juga tidak lewat dari batas waktu yakni 2 (dua) hari setelah

diucapkannya putusan. Akan tetapi, batas waktu penyelesaiannya melebih

TUrefsy aje}s

batas waktu dari 25 hari. Mengenai penyelesaian perkara guagatan sederhana
yang melebihi batas waktu 25 hari , sepertinya tidak ada di permasalahkan

dan sampai saat ini belum ada sanksi yang diberlakukan apabila ada perkara

Ajrs1aarun d

yang melewati batas waktu yang ditentukan. Dan untuk putusannya tetap

dijalankan dan tidak memiliki dampak apapun.

ng jo

2.§Faktor penghambat implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2

—
o8]
>
c
>

2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di

63
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T Pengadilan Negeri Padang Panjang adalah karena tidak adanya sosialisasi

10 ).

‘yang dilakukan kepada masyarakat terkait dengan Perma ini, sebagian
masyarakat tidak tahu bagaimana cara sidang dan banyak dari masyarakat
yang takut untuk mengikuti persidangan. Kemudian mereka juga tidak
mengetahui bagaimana alur dalam persidangan dan juga pada penyelesaian

perkara pada nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Pdp masih memiliki hambatan dalam

proses penyelesaian perkaranya dikarenakan berbenturan dengan hari libur

Y e)ysng NIn!iw eyd

nasional yaitu bertepatan dengan hari raya idul fitri, karena hal tersbutlah

nei

yang membuat waktu persidangannya harus ditunda dan memakan waktu
yang lama untuk penyelesaiannya. Hal-hal seperti itulah yang membuat
terhambatnya proses persidangan, walaupun sebenarnya pada saat sidang
masih bisa mengupayakan perdamaian tetapi karena ketidakpahaman
masyarakat terhadap alurnya persidangan gugatan sederhana, sehingga
menyebabkan lamanya proses persidangan.

B -;U") Saran

2}

— Berdasarkan kesimpulan diatas, maka disarankan agar Implementasi

e[S

Pefaturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Padang

-
P&Ejang sebagai berikut:
1.§Pada implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015
]

q'tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri

Padang Panjang sangat membutuhkan adanya pengawasan dari Mahkamah
Agung terhadap jalannya persidangan gugatan sederhana agar proses

penyelesaian mengenai batas waktu gugatan sederhana di Pengadilan Negeri
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©
gPadang Panjang dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan

-
o peraturan yang berlaku.

©

2.5, Dalam menangani faktor-faktor yang menghambat dalam implementasi

=
—-Peraturan Mahakamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara

=
— Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Padang Panjang agar

= .
mdapat terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terlaksana secara

c
i maksimal dalam pelaksanaannya. Maka sebaiknya Pengadilan Negeri Padang

jeb)
vPanjang melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya kepada

QD
< masyarakat yang berada di Kota Padang Panjang, agar masyarakat dapat
mengetahui bahwasanya penyelesaian perkara yang dilakukan melalui

pengadilan tidak selalu sulit.
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Foto Dokumentasi Penelitian
Wawancara Bersama Hakim Dan Panitera Muda Perdata
Pengadilan Negeri Padang Panjang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

..u. ;ﬂf 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
lf .n.. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
I/\n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ﬂ\, Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

UIN SUSKA RIAU
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:i‘:s‘kripsé) dengan judul IMPLEMENTASI PERTAURAN MAHKAMAH AGUNG
?:IOMQR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN
?ED@HANA TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI
PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG, yang ditulis oleh:

L

2 o

S o

% 5Nama : Nedya Nur Neldis

32 =—NIM 112020724012

§ =Program Studi : Ilmu Hukum

& IS

é?elah@ munaqasyahkan pada:

=]

. (Cnl-lari/Tanggal : Kamis, 11 Juli 2024
wWaktu : 08:00 WIB
chmpat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum
A

o lelah diperbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munagasyah Fakultas Syariah dan

Hukum Univeristas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,\& Juli 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. HJ. Sofia Hardani, M. Ag.
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Sekretaris
Itham Akbar, S.HI., S.H., M.H.

wn
Pengugr |
H. M@hammad Kastulani, S.H.,M.H.

-
wn

Pengufi 2
Dr. Hn Taghfirah, S.Ag. MA.
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Mengetahui:
Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

NIP. 19711006 2002121 003
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;'- © PENGADILAN TINGGI PADANG
K e e PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG
e D2 Jalan Soekarno Hatta Nomor 7 Kota Padang Panjang Telepon. (0752) 82208, Kode Pos 27115
g 3 % -g' https:/ / pn-padangpanjang.go.id, pnpp_kls2@vahoo.co.id
53
223
=2 E Padang Panjang, 3 Mei 2024
=] el =
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I1zin Penelitian

Buepu

Kepada:

Yth. Dekan Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau
Fakultas Syariah & Hukum
Di RIAU

nelry eysng NinNY!ilw ejdigfy

Dengan hormat

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 4 April 2024,
Nomor: Un.04/F.I/PP.00.9/3949/2024, perihal mohon izin Penelitian atas
nama Mahasiswi:
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Nama " NEDYA NUR NELDIS
NIM 12020724012
Jurusan  llImu Hukum S$1

Semester : Vil (delapan)

Untuk melakukan riset/penelitian di Pengadilan Negeri Padang
Panjang guna pengumpulan data menyelesaikan Penulisan Skripsi yang
berjudul;

“ Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015
Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap
Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Padang
Panjang”

:1aquins ueyngeAusw uep ueywnuesuswW edue) Ul Sijn) BAIEY Yninjes neje u

Dengan ini memberitahukan bahwa Mahasiswi tersebut benar
telah melakukan Penelitian pada Kantor Pengadilan Negeri Padang
Panjang.

Demikianlah disampaikan, untuk dapat diketahui.
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GinG 3 EUn.OR/F.1/PP.00.9/3949/2024 Pekanbaru,04 April 2024

u

2Biasa.
31 (Sdth) Proposal

cMohdn lzin Riset

duri

uepu

@ Kepdda Yth.
SKepfila Pengadilan Negeri Padang Panjang
§Provifisi Riau
w
Assdatamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
= Disampaikan bahwa salah scorang mahasiswa Fakultas Syari‘ah dan Hukum

Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

Bu

A
g Nama :NEDYA NUR NELDIS
NIM 112020724012
Jurusan : IImu Hukum S1
Semester : V1II (Delapan)
Lokasi : Pengadilan Negeri Padang Panjang

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
: Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian
Gugatan Sederhana Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Padang Panjang.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung sclama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
menjBerikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.
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® Demikian disampaikan, terima Kasih.
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